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RINGKASAN 

 

Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan; Kenzi Kariimi 

Ghofur, 170903101039; 2020; 172 Halaman; Program Studi Diploma III 

Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

Manusia adalah makhluk ekonomi yang secara naluri menginginkan 

adanya pengeluaran yang kecil untuk mendapatkan penghasilan yang besar. 

Sehingga, manusia senantiasa melakukan penghindaran pajak dalam berbagai 

bentuk dan manifestasinya. Seiring dengan berkembangnya waktu dan ilmu 

pengetahuan, hal tersebut dapat dipecahkan dengan berbagai strategi dan metode. 

Strategi dan metode penghindaran pajak yang diperhitungkan secara matang dan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut dengan tax 

planning/ perencanaan pajak. Perencanaan pajak memanfaatkan adanya grey zone 

(sesuatu yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perpajakan) dan loopless 

(sesuatu yang belum diatur dalam peraturan perpajakan).  

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 

2020. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Konsultan Pajak 

Drs. Agus Sambodo dan Rekan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh KKP Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan pada PT. Nanda yang dilaksanakan untuk tahun pajak 2019.  

Perencanaan pajak penghasilan pada PT. Nanda pada tahun 2019 

dilaksanakan oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan dengan cara melakukan 

pengkajian terhadap laporan keuangan PT. Nanda Tahun 2019 kemudian 

dilanjutkan dengan merekonsiliasi fiskal, selanjutnya barulah KKP Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan mulai melakukan perencanaan pajak penghasilan, dimulai dari 

PPh pasal 21  dilakukan dengan menerapkan metode gross up (tunjangan pajak 

dibayarkan sebesar beban PPh 21), dilanjutkan dengan pemberian fasilitas yang 

diberikan PT. Nanda kepada karyawan harus bersifat (deductible expanse), 

kemudian dilanjutkan dengan PPh 23 perencanaan pajak juga dilakukan dengan 
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melakukan metode gross up, diakhiri dengan perencanaan pajak penghasilan akhir 

tahun yaitu dengan memakai tarif PPh pasal 31E sehingga PT. Nanda dapat 

memperkecil beban pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan 

perpajakan.  

 (Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 0643/UN25.1.2/SP/2020, 

Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional menurut Undang- Undang Republik Indonesia No. 

25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembagunan nasional adalah upaya 

yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan 

bernegara. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai 

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode tahun tersebut. 

APBN bersumber dari pendapatan negara. Pendapatan negara menurut UU No. 12 

tahun 2018 pasal 2 adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah 

kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, 

dan hibah. Sehingga, ke-tiga aspek membutuhkan perhatian khusus untuk mencapai 

titik optimal pendapatan negara. 

 

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (dalam Triliun)  

Uraian APBN 2018 APBN 2019 

I. Penerimaan Perpajakan 1.618,1  1.786,4 

II. PNBP 275,4 378,3 

a. Penerimaan SDA  103,7 190,8 

b. Laba BUMN 44,7 45,6 

c. PNBP Lainnya 83,8 94,1 

d. Pendapatan BLU  43,3 47,9 

III. Hibah  1,2 0,4 

Jumlah Penerimaan Negara 1.894,7 2.165,1  

Sumber: Informasi APBN Kementerian Keuangan Tahun 2018 dan 2019 

  

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan 

pendapatan negara yaitu sebesar 270,4 Triliun kenaikan tersebut berasal dari 

kenaikan pada penerimaan sektor pajak sebesar 168.3 Triliun sedangkan untuk 
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Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan sebesar 102,9 

Triliun dan untuk hibah terjadi penurunan sebesar 0,8 Triliun. Namun, penurunan 

penerimaan pendapatan atas hibah tidak terlalu berpengaruh dalam penerimaan 

negara tahun 2009. Sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara  

masih tetap menjadi sektor yang diandalkan. Penerimaan negara pada tahun 2018, 

pajak merupakan penyumbang terbesar dengan presentase 85,4% dari total 

pendapatan negara, dan pada tahun 2019 penerimaan pajak menjadi yang terbanyak 

dengan presentase 82,5% dari total penerimaan APBN. Sehingga, pajak merupakan 

sektor utama dalam penerimaan pendapatan negara. Hal ini juga didukung oleh  

Asmandani dkk (2020) yang menyatakan bahwa pajak merupakan sumber 

penerimaan terbesar. 

Perpajakan di Indonesia merupakan amanat UUD 1945 Pasal 23A, yang 

mengatakan bahwa “pungutan yang memaksa untuk kepentingan negara diatur 

lanjut dalam Undang- Undang”. Sehingga, peraturan perpajakan diatur lebih lanjut 

dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Pengertian pajak menurut Undang- Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 

ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Seiring berjalannya waktu, perpajakan di 

Indonesia mengalami beberapa perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki 

sistem fiskal. Perubahan peraturan yang bersifat dinamis, perubahan tatanan 

administrasi serta perubahan dalam bidang pelayanan. Perubahan tersebut biasa 

disebut dengan reformasi pajak. 

Reformasi perpajakan adalah perubahan tatanan fiskal, hal ini dimulai 

sejak tahun 1983, terdapat perubahan dasar sistem perpajakan yang berawal dari 

Official Assesment System diganti dengan Self Assesment Sytem dan perubahan 

aturan perpajakan yang merupakan warisan dari zaman kolonial, diganti dengan 

perubahan perpajakan yang sesuai dengan keadaan awal kemerdekaan. Kemudian, 

dilanjutkan pada tahun 1991 hingga tahun 2000, perubahan bertahap juga berlaku 

pada aturan dasar perpajakan Indonesia, peraturan tersebut terdiri dari UU PPh, UU 
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PPN dan PPnBM, UU PBB, dan bea materai. Selanjutnya ditahun 2000- 2001 

terjadi perubahan birokrasi, visi dan misi sistem perpajakan yang disebut dengan 

Reformasi Birokrasi.  

Tahun 2002-2008 disebut dengan “Reformasi Perpajakan Jilid I” terdapat 

perubahan tatanan administrasi perpajakn dengan menampilkan sistem administrasi 

yang lebih modern, kemudian dilanjutkan pada tahun 2009-2014, disebut dengan 

“Reformasi Perpajakan Jilid 2” dalam reformasi ini ditekankan pada perubahan 

sistem pelayanan perpajakan yang lebih baik dengan pembentukan Standard 

Operasional Prosedur (SOP) dan pemanfaatan tekhnologi dalam bidang perpajakan. 

Puncak Pemanfaatan tekhnologi dalam bidang perpajakan adalah pada saat 

diluncurkannya sistem E-Filling pada tahun 2015 berdasarkan aturan Per-03/PJ/ 

2015. Reformasi perpajakan selanjutnya ditahun 2017 dengan adanya Tax Amnesti 

atau pengampunan pajak. Reformasi perpajakan bersifat dinamis/ keberlanjutan, 

dengan adanya tuntutan zaman, perpajakan di Indonesia juga harus melakukan 

perubahan. Reformasi perpajakan dilakukan karena rendahnya kesadaran wajib 

pajak, mengantisipasi adanya perkembangan sistem perdagangan, kemajuan 

industri dan tekhnologi, serta target pendapatan negara yang berasal dari negara 

yang selalu meningkat disetiap tahunnya. Reformasi pajak dapat disederhanakan 

dengan gambar 1.1 dibawah ini.  

 

 

Sumber: https://pajak.go.id//reformasi-perpajakan (26/02/2020) 

Gambar 1.1 Alur Sistematika Reformasi Pajak  

1983 

perubahan sistem 

1991- 2000

penyederhanaan 
perundang-
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perubahan 
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misi 

2002- 2008

moderenisasi 
administrasi
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Menurut Wicaksono dan Pamungkas (2017) perpajakan terbagi menjadi 

dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, dimana pajak daerah terdapat pajak 

provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Jumlah penerimaan pajak pusat memiliki 

peranan penerimaan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pajak daerah. 

Terdapat beberapa jenis pajak pusat yaitu: PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak 

Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), Bea Materai, 

dan PBB- P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan). PPh adalah  jenis pajak 

yang memiliki jumlah terbesar dalam pendapatan negara tahun 2019 yang berasal 

dari pajak yaitu sebesar 50,1% dari total penerimaan negara yang berasal dari pajak 

atau senilai 894,4 Triliun (sumber: Pedoman APBN 2019). Pajak Penghasilan diatur 

dalam Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 atas perubahan Undang- Undang no. 7 

Tahun 1983.  

Sistem perpajakan di Indonesia menganut Self Assesment System, dalam 

sistem tersebut wajib pajak memiliki peranan yang lebih besar jika dibandingkan 

dengan peranan fiskus, dan fiskus hanya sebagai pengawas, pengontrol dan 

pengadil apabila terdapat tindak penyelewengan. Kewajiban perpajakan pada 

sistem Self Assesment System yaitu menghitung, memotong, memungut, menyetor 

serta melaporkan atas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun 

badan yang dilakukan oleh bendaharawan.  

Pajak adalah sebuah beban bagi wajib pajak, karena pajak bersifat 

mengurangi laba perusahaan. Prinsip dasar manusia yaitu mengeluarkan biaya 

seminimal mungkin untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin. Menurut 

Pohan (2018) wajib pajak selalu mencari cara untuk memperkecil beban pajak yang 

ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Terdapat 

berbagai cara dalam mengurangi beban pajak yang terhutang yaitu dengan 

melakukan perencanaan pajak atau Tax Planning dalam upaya efisiensi 

penghindaran pajak. Upaya penghindaran pajak ini dibagi menjadi dua tekhnik 

yaitu: tax evasion, dan tax avoidance. Tax evasion (penggelapan/ pengemplangan 

pajak) adalah upaya wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak dengan 

melakukan pelanggaran peraturan perundang- undangan perpajakan. Sedangkan tax 
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avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan masih dalam koridor 

peraturan perundangan perpajakan.  

Perencanaan pajak atau juga dikenal dengan istilah Tax Planning adalah 

upaya yang dilakukan supaya beban pajak menjadi lebih efektif dan efisien sesuai 

dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Perencanaan 

pajak bersifat legal dengan syarat sesuai dengan aturan dan kaidah Undang- Undang 

perpajakan, serta tidak melakukan tindak manipulasi pada transaksi. Perencanaan 

pajak memiliki perananan penting dalam sebuah perusahaan, karena, hal tersebut 

merupakan salah satu bentuk manajemen pajak yang berfungsi sebagai acuan 

perusahaan dalam mengambil keputusan, sehingga diharapkan tercapainya beban 

pajak seminimal mungkin sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Kegiatan perencanaan pajak merupakan kegiatan penghematan pajak, bukan 

merupakan tindak penghindaran atau penolakan atas pajak terutang, namun supaya 

beban pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Perencanaan 

pajak atau Tax Planning dilakukan dengan mencari celah terhadap aturan 

perpajakan yang belum diatur (Loopholes) atau daerah grey area.  

Perencanaan pajak harus memperhatikan pengakuan pendapatan (taxable) 

dan beban (deductible expense). Terdapat banyak kasus yang terjadi akibat 

perbedaan pengakuan pendapatan dan beban yang diakui secara fiskal maupun 

komersial. Pengakuan secara komersial adalah pengakuan yang diakui secara 

akuntansi sesuai dengan aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). 

Pengakuan secara fiskal adalah pengakuan penghasilan dan beban  perusahaan yang 

diatur dalam peraturan perpajakan. Pendapatan dan beban perusahaan diketahui 

setelah laporan keuangan disajikan, laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan 

yang sesuai dengan aturan PSAK, maka untuk menemukan laba fiskal perlu 

dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah proses yang dilakukan apabila 

terjadi perbedaan pengakuan antara pendapatan dan beban antara komersial dan 

fiskal. Alur perencanaan pajak yang terjadi pada sebuah perusahaan dapat dilihat 

dalam gambar 1.2. 
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Sumber: Data Diolah KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan (2020) 

Gambar 1.2 Alur Perencanaan Pajak Perusahaan 

 

PT. Nanda adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang dagang yang 

berada disalah satu kota di Jawa Timur yang memiliki omset penjualan sebesar 49 

milyar (Sumber: KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan). Dengan omset penjualan 

yang cukup tinggi maka PT. Nanda tidak dapat memenuhi banyaknya kewajiban 

perpajakan. Sehingga, PT. Nanda memberikan kuasanya dalam mengurusi 

kewajiban perpajakan kepada pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan kantor 

konsultan pajak. Pemberian kuasa dalam melaksanakan administrasi perpajakan 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.229/PMK.03/2014 tentang 

Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa Wajib Pajak. 

Salah satu kantor konsultan pajak yang berada di Jawa Timur adalah Kantor 

Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yang berada di Kota Malang. 

Tugas konsultan pajak secara umum memiliki fungsi antara lain: 

1. Memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku. 

2. Memiliki kewenangan atas wajib pajak yang memberikan jasa layanan 

perpajakan, yakni pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT, 
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permohonan pengangsuran/ penundaan pembayaran wajib pajak, proses 

pemindahbukuan. 

3. Serta penyelesaian hak dan kewajiban perpajakan lainnya yang telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat dikuasakan. 

(Sumber:www.pajak.go.id/artikel/profesi/konsultan/pajak diakses pada 

7/05/2020 11.00 WIB) 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan membantu wajib 

pajak dalam menyelesaikan permasalahan kewajiban perpajakan, meliputi:  

a. Review kewajiban perpajakan masa Januari sampai dengan Desember xxx 

b. Menerima konsultasi permasalahan pajak pihak pertama. 

c. Equalisasi dokumen perpajakan dengan Laporan Keuangan untuk periode yang 

berakhir pada 31 Desember xxx 

d. Review laporan keuangan komersial dan fiskal 

e. Penghitungan pajak terutang tahun xxx sesuai dengan Undang-Undang 

Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya 

f. Penghitungan pajak kurang/lebih bayar untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember xxx 

g. Penyusunan SPT Tahunan Badan formulir 1771 beserta lampirannya  

h. Implementasi SPT Tahunan Badan dalam format e-SPT PPh Badan 

i. Pendampingan pelaporan SPT Tahunan Badan tahun xxx ke Kantor Pelayanan 

Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar (dalam format manual maupun elektronik). 

(Sumber: Memorandum of understanding KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan) 

Kantor Konsultan hingga saat ini memiliki klien 86 wajib pajak badan serta 

100  wajib pajak orang pribadi yang telah bekerjasama atas kewajiban 

perpajakannya kepada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan 

(Sumber: Kepala Divisi Konsultan dan Akuntan KKP Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan). 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang 

membutuhkan arahan dan strategi yang dapat diterapkan dalam upaya 

mengefektifkan beban pajak perusahaan, tak terkecuali PT. Nanda. Hingga saat ini 

PT. Nanda belum mampu merencanakan pajak penghasilan akhir tahun 2019 karena 
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minimnya pengetahuan atas peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, peran 

konsultan pajak diperlukan dalam membantu sekaligus mengedukasi wajib pajak 

dalam melakukan perencanaan pajak dan memberikan strategi yang efektif sesuai 

dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku sehingga dihasilkan laba 

perusahaan yang maksimal.  

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya edukasi mengenai 

perencanaan pajak yang baik yang dilakukan oleh konsultan pajak kepada wajib 

pajak supaya tidak terjadi penghindaran pajak secara ilegal, maka penulis merasa 

tertarik dengan mengambil judul “IMPLEMETASI PERENCANAAN PAJAK 

PENGHASILAN PT. NANDA TAHUN 2019 OLEH KANTOR KONSULTAN 

PAJAK Drs. AGUS SAMBODO DAN REKAN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Perencanaan Pajak 

Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan”? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

 Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan 

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, 

yaitu: 

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui dan 

mampu menjelaskan Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan PT. 

Nanda Tahun 2019 oleh Kantor Kosultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan. 
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1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

  Manfaat dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai beikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai penanganan  

perencanaan pajak penghasilan pada PT. Nanda oleh Kantor 

Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo.  

2) Membandingkan antara teori yang ada dibangku perkuliahan dengan 

praktek yang sesungguhnya, khususnya pada mata kuliah akuntansi 

pajak. 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi 

ilmu pada lingkungan universitas. 

2) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar 

pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program 

Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

c. Bagi Kantor Konsultan Drs. Agus Sambodo dan Rekan 

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau 

instansi dan universitas Jember untuk kerjasama lebih baik bersifat 

akademisi aupun bersifat organisasi. 

2) Membantu dalam memberikan saran dan informasi kepada klien 

yang berkaitan dengan  perencanaan pajak. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengetahuan Seputar Perpajakan 

2.1.1  Definisi Pajak 

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan No. 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- 

undang, bersifat kontraprestasi dan digunakan sebesar- besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Pajak menurut pendapat beberapa ahli, yaitu: 

Pajak menurut Prasetyo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta 

rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Menurut Soemitro 

(2011) mengemukakan definisi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat 

kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan 

untuk public saving yang merupakan sumber utama membiayai public investment. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan definisi pajak yaitu pungutan 

yang bersifat wajib yang dijalankan sesuai undang- undang perpajakan yang 

diberikan kepada negara yang dikelola pemerintah untuk pembiayaan 

pembangunan. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki empat fungsi, yaitu: fugsi budgetair, fungsi regulared, 

fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi budgetair memiliki arti 

pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan dalam membiayai 

pengeluaran negara. Fungsi regulared diartikan bahwa pajak sebagai sarana 

mengatur perekenomian dengan kebijakan pajak yang dikeluarkan. Fungsi 

stabilitas memiliki arti pemerintah memiliki dana sebagai stabilisasi perekonomian 

yang dapat menstabilkan apabila terjadi inflasi. Sedangkan, fungsi redistribusi 

pendapatan memiliki arti bahwa pajak memiliki dalam membiayai pembangunan 

yang berdampak pada adanya peningkatan pendapatan masyarakat (sumber: 

https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak). Menurut Mardiasmo (2016) pajak memiliki 
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dua fungsi, yaitu: fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran adalah 

fungsi pajak yang digunakan sebagai kegiatan mengumpulkan uang untuk 

pemasukan negara digunakan dalam kebutuhan pembangunan negara. Sedangkan, 

Fungsi mengatur ini merupakan fungsi pengenaan pajak untuk tujuan tertentu. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bahwa pajak berfungsi untuk mengumpulkan 

pendapatan negara serta pajak bagi pemerintah juga difungsikan sebagai sarana 

mengatur masyarakat. 

 

2.1.3  Pengelompokan Pajak 

Pajak menurut Pohan (2017) dapat dikelompokkan berdasarkan: 

a. Lembaga pemungutnya  

Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintahan 

pusat dan digunakan untuk membiayai pembagunan nasional, contoh: 

PPN, PPh, PPnBm, bea materai, PBB-P3. 

2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintahan 

daerah yang hasilnya digunakan untuk membiaya pembangunan daerah, 

dasar pemungutan dan pengelolaan pajak daerah adalah Undang- Undang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009. Menurut Puspita 

dan Wicaksono (2017), Pajak Daerah meliputi lima jenis Pajak Provinsi 

dan sebelas jenis Pajak Kabupaten / Kota. 

b. Pajak menurut golongannya  

Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu:  

1. Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada pihak lain, dan harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. 

Contoh: pajak penghasilan. 

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada pihak lain, contoh: PPN, PPnBM, dan bea materai. 
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c. Menurut sifatnya 

Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pajak subjektif  

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi 

perekonomian wajib pajak terlebih dahulu, kemudian dicari objek pajak 

yang dikenai, biasanya tarif pajak bersifat progresif, contoh: PPh  

2. Pajak objektif 

Pajak yang pada waktu pengenaan pertamanya adalah objek pajak, dan 

kemudian disusul dengan memperhatikan subjek pajak, biasanya tarif 

pajak objektif bersifat tetap, contoh: PPN, PPnBm. 

 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 

mengenai pajak penghasilan yang berbunyi, bahwa terdapat 3 sistem yang dipakai 

didalam Indonesia, yaitu: 

1. Self assesment system, dalam sistem ini orang pribadi/ badan sebagai wajib 

pajak diberikan keleluasaan dalam melakukan kewajiban perpajakan, baik 

dalam proses perhitungan, pemotongan hingga pelaporan. Fiskus sebagai 

pengawas terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan 

tersebut. terdapat kelemahan dan kelebihan dalam sistem ini, kelemahannya 

adalah banyaknya kasus yang disebabkan oleh human eror kemudian wajib 

pajak masih direpotkan dengan harus mengerti aturan perpajakan yang berlaku. 

Kelebihan dari sistem ini adalah wajib pajak dapat menentukan sendiri 

kemampuan pajak yang harus dibayarkan, sehingga tidak membebani wajib 

pajak itu sendiri. 

2. Official Assesment system, dalam sistem ini fiskus sebagai pelaku dalam 

menentukan pajak yang dibayarkan, sehingga fiskus sebagai pemeran utama 

dalam penetuan utang pajak wajib pajak. Kelemahan dan kelebihan sistem ini 

yaitu: pajak yang dibayarkan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, 

sehingga dapat memberatkan wajib pajak itu sendiri, kemudian kelebihannya 

yaitu: berkurangnya resiko kesalaahan hitung atau konsep pemahaman dari 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


13 
 

 
 

wajib pajak, karena fiskus sendiri yang menghitung, wajib pajak hanya 

membayarkan utang pajaknya. 

3. Withholding system, sistem ini merupakan sistem dimana perpajakan 

diserahkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah bendaharawan. Terdapat 

kelemahan dan kelebihan yang dapat diambil jika menggunakan sistem ini 

yaitu: wajib pajak dan fiskus tidak direpotkan dengan menghitung, menyetor 

dan melapor kewajiban perpajakannya, kemudian kelemahannya terkadang 

terdapat pihak ketiga yang lalai dalam menyetor pajak yang telah dipotong. 

  

2.1.5 Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan adalah pajak yang berpayung hukum UU No. 36 Tahun 

2008. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan wajib pajak atas penghasilan 

yang diterimanya. Menurut Priantara (2013) pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak 

yang dikelola oleh pemerintah pusat yang memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan negara. Pajak penghasilan (PPh) menurut Resmi (2017) adalah pajak 

yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima atau 

diperolehnya dalam satu tahun pajak Sesuai dengan namanya, Undang-Undang 

Pajak Penghasilan (UU PPh) memuat aturan pajak terkait dengan penghasilan dari 

subjek hukum, yaitu orang pribadi dan badan. Pengertian pajak penghasilan juga 

terdapat pada PSAK No. 46 yang mengatakan bahwa pajak penghasilan adalah 

pajak yang dikenai atas laba fiskal yang sesuai dengan aturan perpajakan pada satu 

tahun pajak tertentu.  

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Pajak 

Penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang dikelola pemerintah pusat yang 

dikenai atas penghasilan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pajak 

Penghasilan memiliki banyak jenis yang dibedakan dari objeknya, yaitu: PPh 21, 

PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh 19 serta pajak Final PPh 

pasal 4 ayat 2. Secara garis besar pajak dibagi menjadi dua, yaitu: Pajak final dan  

Tidak final.   
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a. Pajak Final 

Pajak penghasilan Final diatur dalam UU No. 36 tahun  2008 Pasal 4 ayat 2. 

Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan 

yang bersifat final terdiri dari penghasilan atas hadiah undian, atas sewa tanah 

dan bangunan, penjualan atas tanah dan bangunan, penghasilan atas transaksi 

saham, penghasilan atas bunga bank, dll. Menurut Resmi (2009) menyebutkan 

bahwa pajak penghasilan final adalah pajak yang pengenaannnya sudah final 

(berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan dari total utang pajak pada akhir 

tahun pajak. Pajak yang bersifat final dikenai atas penghasilan yang tidak dapat 

digabungkan dengan penghasilan lainnya.  

b. Pajak Tidak Final 

Pajak tidak final diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 adalah  pajak yang dapat 

dikreditkan di akhir tahun. Pajak penghasilan dihasilkan atas laba fiskal yang 

dihasilkan dari laporan keuangan komersial yang kemudian dikoreksi fiskal 

disesuaikan antara pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan UU 

perpajakan. 

 

2.1.6 Subjek Pajak Penghasilan  

Subjek pajak pajak penghasilan menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2 

ayat 1 adalah: 

a. Orang pribadi  

b. Warisan yang belum terbagi yang membentuk satu kesatuan yang berhak. 

c. Badan, sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. 

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah subjek pajak yang perlakuannya disamakan 

dengan subjek pajak badan. 
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Subjek pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 2 dibedakan 

menjadi 2, yaitu: 

1. Subjek pajak dalam negeri  

 Orang pribadi yang tinggal di Indonesia, atau yang tinggal lebih dari 183 hari 

dalam waktu 12 bulan ataupun orang pribadi dalam satu tahun pajak bertempat 

tinggal di Indonesia dan berkeinginan untuk menetap di Indonesia. Sedangkan, 

subjek pajak badan dalam negeri adalah perusahaan yang memperoleh 

penghasilan dari Indonesia atau melaksanakan aktifitas di Indonesia.  

2. Subjek pajak luar negeri  

 Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, yang tidak tinggal di Indonesia 

lebih dari 183 hari dalam 12 bulan yang mendapat penghasilan dari Indonesia. 

Sedangkan, subjek pajak badan luar negeri adalah badan yang tidak didirkan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun masih memperoleh 

penghasilan dari Indonesia.  

 

2.1.7 Objek Pajak Penghasilan 

Objek pajak penghasilan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 mengenai 

PPh pasal 4 ayat 1 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Menurut Pohan (2014) unsur- 

unsur penghasilan, yaitu: 

a. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

(metode accrual basis atau cash basis). 

b. Berasal dari Indonesia ataupun luar indonesia. 

c. Dapat  dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan. 

d. Bentuk pendapatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek pajak adalah tambahan 

kemampuan secara ekonomis yang diperoleh wajib pajak dengan nama dan dalam 

bentuk apapun.  
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2.1.8 Bukan Objek Pajak Penghasilan 

Bukan merupakan objek pajak penghasilan diatur dalam UU pajak 

penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 yaitu: 

a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang 

dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. 

b. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam satu garis keturunan 

dengan 1 derajat keatas dan kebawah.  

c. Warisan  

d. Penggantian atau natura yang diterima bukan dalam bentuk uang. 

e. Pembayaran dari perusahaan akuntansi kepada orang pribadi. 

f. Iuran yang diterima dan diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh menteri keuangan. 

g. Prive 

h. Sumbangan yang diberikan untuk bantuan bencana nasional 

i. Dll. 

 

2.1.9  Tarif Pajak Penghasilan 

Pajak  penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan 

yang dihasilkan wajib pajak. Penghasilan yang diterima perusahaan akan 

dikurangkan dengan biaya yang dtelah diatur dalam undang- undag perpajakan dan 

dikurangkan dengan kompensasi kerugiaan jika terdapat kompensasi kerugian, 

sehigga akan diperoleh penghasilan netto. Menurut Waluyo dan Ilyas (2000) tarif 

pajak memiliki emat jenis, yaitu:  

a.  Tarif pajak proporsional/ sebanding.  Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak 

yang berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar 

pengenaan pajak. Contoh: pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 

10%. 

b. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contoh: tarif 

pajak penghasilan untuk wajib pajak badan 
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c. Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi lebih besar. 

d. Tarif pajak tetap.  Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama 

besarnya) terhadap jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena 

itu besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: tarif bea materai. (Waluyo dan 

Ilyas, 2000). 

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa tarif yang 

dikenakan atas pajak berbeda sesuai dengan peraturan masing- masing jenis pajak 

tersebut.  

 

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)  

Surat pemberitahuan (SPT) menurut UU No. 28 Tahun  2007 adalah sistem 

pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana 

wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melaporkan harta, kewajiban, 

penghasilan serta pajak yang telah dikreditkan dan sebagai alat 

pertanggungjawaban perhitungan wajib pajak. SPT dibedakan menjadi 2 (dua), 

yaitu: 

a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas 

pembayaran pajak bulanan.  

b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas 

pembayaran pajak tahunan. SPT dapat dilaporkan secara hal ini berdasarkan 

Surat Keputusan  Direktorat Jenderal Pajak No. 193/PJ/ 2015 yang efektif 

dilaksanakan pada tahun 2016.  

Berdasarkan PMK.No 80/PMK.03/2010 batas pelaporan SPT Batas waktu 

pelaporan SPT Masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya , untuk keterlambatan 

pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus 

ribu rupiah) per bulan. SPT masa tahunan orang pribadi dapat dilaporkan masing- 

masing mulai 1 Januari hingga tanggal 31 Maret dan untuk wajib pajak badan dapat 

melaporkan SPT mulai 1 Januari hingga 30 April, untuk sanksi keterlambatan 

dalam penyampaian SPT maka setiap wajib pajak orang pribadi dikenakan denda 
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sebesar Rp 100.000 dan untuk wajib pajak badan makan akan dikenai denda sebesar 

Rp 1.000.000.  

 

2.3 Pajak Penghasilan Badan   

Badan menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial poltik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak Badan 

adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan 

diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menjadi objek pajak 

PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun. 

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pajak penghasilan yang dikenakan 

terhadap Badan Usaha atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu 

tahun pajak. Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan 

terutang. Tarif Pajak PPh Badan diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-

Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku hingga tahun 

pajak 2019. Namun ditahun pajak 2020 tarif PPh badan diatur dalam PP No. 1 

Tahun 2020 pasal 5. 

 UU No. 36 Tahun 2008 tentang tarif pajak PPh badan pasal 17 dan pasal 

31E menyatakan bahwa: 
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a.  Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %  

b.   Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah  sebesar 

25 %  

c.   Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling 

sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor 

diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu 

lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada 

tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

d.   Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan  Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 

25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto 

sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).  

e.   Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak 

dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.  

f.  Penerapan Tarif Pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan 

seterusnya 

Tarif pajak PPh badan menurut PP No. 1 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 yang 

berlaku sejak tahun pajak 2020 menyatakan bahwa: 

1. Adanya penurunan tarif pada pasal 17 ayat 1b UU PPh No. 36 tahun 2008   

yaitu sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. 

2. Dan tarif pajak penghasilan pada tahun pajak 2022 yaitu sebesar 20%. 

3. Untuk wajib pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 

dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa 

Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu maka 

akan memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif 22% untuk tahun pajak 2020 

dan 2021, serta untuk tarif 20% pada tahun pajak 2022. 
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2.4 Perencanaan Pajak  

2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak 

Perencanaan Pajak/ Tax planning di Indonesia didasari pasal 31E UU PPh 

No. 36 Tahun 2008, dalam UU PPh Tahun 2008 adanya pemberian fasilitas 

penurunan tarif pajak atas penghasilan yang didapatkan badan tersebut selama 

setahun. Tax planning menurut Barron (1994) menyatakan bahwa tax planning 

adalah analisis yang dilakukan dengan metode tertentu dengan menentukan satu 

pilihan dari beberapa opsi pilihan yang ditujukan untuk membuat pajak 

seminimalisir pada masa kini dan mendatang. Lebih lanjut lagi diungkapkan 

Ahmad (1995) menuturkan bahwa perencanaan pajak adalah serangaian kegiatan 

wajib pajak untuk merekayasa sumber penghasilan dan beban maupun transaksi 

lainnya dengan tujuan meminimalisir pajak namun masih dalam peraturan 

perundangan. Menurut Gunaidi (2009) untuk mencapai tujuan meminimalisir 

beban pajak atas penghasilan maka harus memanfaatkan fasilitas pengurangan, 

penundaan dan kredit pajak yang disediakan. Perencanaan pajak sebagai langkah 

awal adanya manajemen pajak. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dicantumkan daiatas, penulis 

meyimpulkan bahwa manajemen perpajakan adalah upaya yang dilakukan wajib 

pajak dalam melakukan proses  perencanaan, implementasi, dan pengendalian 

suapaya beban pajak menjadi efektif. Tax planning masuk dalam kategori tax 

manajemen, dalam tax planning terdapat perencanaan yang dilakukan oleh wajib 

pajak dengan usaha sedemikian rupa sehingga pajak yang dibayarkan dapat 

membayar pajak dengan jumlah minimal. 

Pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak akibat 

adanya Self Assesment System yang mengharuskan wajib pajak dapat melaksanakan 

kewajiban berupa perhhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak. 

Menurut Pohan (2018) Terdapat beberapa motivasi sehingga tax planning 

dilakukan oleh wajib pajak, atara lain: 

1. Tingkat kerumitan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak malas 

untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan karena menurut 
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pandangan wajib pajak, mereka telah membayar namun mereka masih 

diperumit dengan adanya peraturan yang berlaku erta berganti- ganti. 

2. Besarnya pajak terutang. Makin besar utang wajib pajak, maka makin giat 

usaha yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan perencanaan pajak, 

untuk memperkecil jumlah utang pajaknya. 

3. Biaya dalam negoisasi. Negoisasi perlu dilakukan untuk mempertimbangkan 

hak dan kewajiban wajib pajak. 

4. Risiko deteksi. Deteksi dari fiskus menjadi motivasi tersendiri dari wajib pajak, 

sehingga semakin rendah deteksi dan pengawasan fiskus, maka akan semakin 

termotivasi fiskus dalam melakukan tax planning. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tax Planning adalah kegiatan yang 

timbul atau dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan wajib pajak terhadap aturan 

ataupun utang pajak serta pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Baik kerumitan 

aturan yang berlaku, utang pajak yang tinggi, serta pelayanan fiskus dalam 

menangani wajib pajak sehingga wajib pajak merasa leluasa dalam melakukan 

pengecilan terhadap pajak yang dibayarkan. Menurut Suandy (2011) Perencanaan 

pajak juga bukan merupakan langkah penghindaran pajak, namun dengan cara 

memaksimalkan UU No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan yang bukan 

merupakan objek pajal, meningkatkan biaya-biaya yang deductable expense, 

seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal yang 

pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah kecil. 

 

2.4.2 Perencanaan Pajak Penghasilan Badan 

 Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan UU KUP yang 

dikenai atas Penghasilan yang diperoleh dari wajib pajak. Proses adanya 

perencanaan pajak/ tax planning dilakukan dengan menetapkan Penghasilan Kena 

Pajak (PKP). Penghasilan kena pajak diperoleh berdasarkan pendapatan yang 

dikurangi dengan beban, kemudian diketahui laba yang didapat menurut laporan 

komersial yang kemudian di koreksi baik koreksi positif maupun negatif. Maka, 

penghasilan kena pajak dapat diketahui secara nominalnya. Dalam proses 

menetapkan PKP, dibutuhkan kejelian dalam menghitung serta menempatkan 
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masing- masing jurnal transaksi sehingga menjadi lebih efektif dalam melakukan 

penempatan jurnal sesuai dengan pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayar 3 mengenai beban, 

serta UU pajak penghasilan dengan pendapatan. Manfaat dilakukannya tax 

planning adalah: 

1. Penghematan saldo keuangan dalam perusaahan atau wajib pajak. Karena 

pajak merupakan beban dalam sebuah perusahaan yang mengurangi saldo laba. 

2. Mengatur dan mengefektifkan pajak, sehingga terjadi keteraturan antara kas 

masuk dan keluar. Menurut ahli Pohan (2013) mengatakan bahwa tujuan 

adanya perencanaan pajak antara lain: 

a. Meminalkan pajak. Tax planning digunakan dalam menurunkan pajak 

yang dikenai atas pajak tertentu, serta tidak melanggar peraturan 

perpajakan. 

b. Memaksimalkan laba.  

c. Menurunkan tingkat keterkejutan akan adanya pemeriksaan yang 

dilakukan oleh fiskus. 

d. Mematuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga 

dapat dilakukan secara benar. Mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai 

Undang- Undang Perpajakan.  

 

2.4.3 Syarat Perencanaan Pajak/ Tax Planning 

 Syarat- syarat perencanaan pajak/ tax planning yang harus dipatuhi ialah: 

1.  Sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Sehingga, perencaanaan pajak 

tidak melanggar ketentuan/ tax avoidance. 

2. Rasional, kewajaran transaksi bisnis sehingga harus berpegang pada prinsip- 

prinsip transaksi. 

3.  Didukung dengan dokumen- dokumen yang dapat dijadikan sebagai bukti 

adanya transaksi. 
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2.4.4 Tata Cara  Perencanaan Pajak/ Tax Planning 

 Tata cara perencanaan pajak/ tax planning menurut Pohan (2013) antara 

lain: 

1. Memperbanyak biaya sehingga dapat mengurangi dasar pengenaan pajak. 

2. Melakukan penggabungan perusahaan dengan perusahaan yang mengalami 

kerugian karena hal tersebut dapat mengurangi peredaran bruto usaha. 

3. Melakukan penundaan penghasilan, dilanjutkan dengan mempercepat adanya 

biaya usaha. 

4. Mengolah beban usaha yang dihubungkan dengan karyawan. 

5. Hindari biaya digunakan bukan untuk keperluan usaha, karena hal tersebut 

tidak berhubungan dengan pajak.  

 

2.4.5 Tahapan- Tahapan Perencanaan Pajak/ Tax Planning 

Para Ahli ekonomi berpendapat bahwa terdapat tahapan dalam melakukan 

perencanaan pajak/ Tax Planning, tahapan Tax Planning menurut Barry (2013) 

yaitu: 

1. Analisi informasi, analisis ini dilakukan terhadap beberapa komponen antara 

lain:  

a. Pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21, badan serta PPn. 

b. Pemotongan dan pelaporan PPh final dan PPh 21 

c. SPT  pasal 21 dan PPh badan yang selalu direkonsiliasi sehingga dapat 

diakui oleh pajak.  

2. Membuat rancangan besarnya pajak yang dibayarkan, setelah mengetahui data 

informasi keuangan yang ada, dibutuhkan analisis perencanaan besarnya pajak 

yang harus dibayarkan. 

3. Mengevaluasi pajak yang dapat dikurangi atau diminimalisir. Dalam tahap ini 

dibutuhkan ketelitian serta pengendalian pajak yang tepat, dapat dilakukan 

beberapa cara, seperti: 

a. Review pengkreditan pajak. Mengecek faktur pajak, apakah sudah sesuai 

dengan faktur pajak standar. 
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b. Mereview faktur yang telah dilaporkan apakah sesuai dan tepat, baik 

waktu maupun administrasi lainnya.  

4. Mencari Kelemahan serta memperbaiki kelemahan tersebut supaya menjadi 

pajak yang efektif. 

5. Memperbarui rencana pajak sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

2.4.6 Prinsip Taxability- Deductibility 

Prinsip taxability dan deductibility menurut Pohan (2017) adalah prinsip 

yang menguraikan tentang pos- pos apa saja yang dapat atau tidak dapat dikenai 

pajak penghasilan (objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan) dan pos apa 

saja yang dapat/ tidak dibiayakan (pengurang penghasilan bruto), yang prinsipnya 

jika pada pemberi kerja memberikan imbalan/ peghasilan yang dapat dibiayakan 

(pengurang penghasilan bruto), maka pihak karyawan pihak karyawan merupakan 

penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya jika pada pihak karyawan mendapat 

penghasilan yang bukan objek pajak, maka pihak pemberi kerja tidak dapat 

dibiayakan (bukan merupakan pengurang penghasilan). Ketidaksesuaian antara 

prinsip taxability dan deductibility maka akan menimbulkan sengketa pajak. 

Mekanisme dari  prinsip taxability dan deductibility dapat diposisikan sebagai 

berikut: 

Tabel  2.1 Konsep Prinsip Taxability- Deductibility 

Penghasilan Taxable Non Taxable Deductible 
Non 

Deductible 

Pasal 4 ayat (1) Y    

Pasal 4 ayat (2) Y (Final)    

Pasal 4 Ayat (3)  Y   

Biaya     

Pasal 6 ayat (1)   Y  

Pasal 6 ayat (2)    Y 

Sumber: Teori dan Kasus Komprehensif Perpajakan  Jilid 1, Pohan (2017) 
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2.5  Laporan Keuangan  

Laporan keuangan menurut Baridwan (2004) adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dimulai dari transaksi, laporan keuangan juga merupakan 

perwujuan dari sebuah keadaan keuangan perusahaan. Laporan ini terdiri dari 

laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. Menurut Sutrisno (2008) laporan keuangan adalah 

hasil dari proses akuntansi yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. Setiap 

perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan tersebut dan digunakan 

untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.  

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) 

adalah menyediakan informasi yang lengkap menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan modal yang terjadi pada perusahaan yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Fahmi (2011) mengatakan tujuan dari 

laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup 

perubahan unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak- pihak lain yang 

berkepentingan dalam menilai kinerja perusuhaan, baik manejemen, infestor 

ataupun fiskus. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan adalah hasil dari proses transaksi perusahaan yang dimulai dengan 

transaksi kemudian dilakukan pencatatan dan dijurnal menjadi sebuah laporan yang 

dapat menghasilkan informasi posisi keuangan perusahaan tersebut yang diberikan 

kepada internal yaitu manajemen perusahaan dan bagi pihak ekternal atau pihak 

investor dan fiskus. 

 

2.5.1  Laporan Laba Rugi 

Laporan laba- rugi adalah laporan yang menampilkan situasi keuangan 

perusahaan, didalam keadaan menguntungkan atau malah mengalami kerugian. 

Secara garis besar, Laporan laba rugi terdapat dua akun yang harus ada yaitu 

pendapatan dan beban.  Laporan laba- rugi dibagi menjadi dua, yaitu: laporan 

keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. 
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2.5.2 Laporan Laba- Rugi Komersial 

Laporan laba- rugi komersial adalah laporan laba- rugi yang mengacu pada 

PSAK. Menurtu Santoso (2013) sesuai dengan PSAK 23 menyatakan bahwa 

pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang 

normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan 

jasa, dividen, dan sewa. Dalam pencatatan pendapatan perusahaan dapat melakukan 

dengan sistem accrual basis dan cash basis. Perbedaan accrual basis dan cash basis 

adalah dalam melakukan pencatatan dan pengakuan pendapatan. Untuk accrual 

basis setiap pendapatan dicatat walaupun uang belum masuk dalam perusahaan dan 

diakui saat transaksi, sedangkan untuk cash basis sistem pengakuan pendapatan 

hanya terjadi ketika terdapat kas masuk dalam perusahaan tersebut.  

Laporan laba rugi juga berisi komponen beban, beban menurut IAI (2017) 

adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk 

arus keluar atau berkuragnya aktiva atau terjadinya hutang atau terjadinya 

penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian laba  kepada para pemegang 

saham. Menurut Suandy (2011) definisi biaya adalah semua pengurang penghasilan 

dalam satu periode akuntansi yang pemanfaatannya dipisahkan antara pengeluaran 

dan belanja modal (cost). Sehingga biaya menurut akuntansi dapat disimpulkan 

bahwa penurunan manfaat ekonomi yang bersifat mengurangi penghasilan namun 

tidak termasuk dalam pembagian laba terhadap para pemegang saham dalam satu 

periode akuntansi  tertentu 

 

2.5.3 Laporan Laba-Rugi Fiskal  

Laporan laba- rugi fiskal adalah laporan laba rugi yang telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan laba- rugi berfungsi untuk 

mengetahui jumlah laba fiskal. Laba fiskal merupakan hasil pengurangan 

penghasilan dikurangi dengan beban yang telah disesuaikan dengan aturan pajak.  

Penghasilan diatur dalam UU PPh pasal 4 ayat 1 adalah setiap tambahan 

kemamouan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dari Indonesia atau luar 

Indonesia, yang dapat dikonsumsi dan untuk menambah kekyaan wajib pajak yang 

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
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Beban menurut fiskal sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 

dinyatakan oleh  Suandy (2011) biaya yang diakui pajak adalah biaya yang boleh 

dikurangkan dengan penghasilan kena pajak seperti biaya yang secara langsung 

atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha misalnya bunga, sewa, royalti, 

penyusutan, iuran dana pensiun, kerugian penjualan atau pengalihan harta dan lain 

sebagainya. Adapun biaya yang tidak boleh dikurangkan (Non Deductible Expense) 

adalah seperti pembagian laba, biaya yang dikeluarkan bersifat pribadi, 

pembentukan pemupukan dana cadangan, premi asuransi kesehatan, penggantian 

atau imbalan dalam bentuk natura, harta yang dihibahkan, pajak penghasilan, sanksi 

administrasi berupa bunga atau denda dan lain sebagainya.  

 

2.5.4 Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan perubahan modal menurut Harahap (2015) menjelaskan 

perubahan posisi modal baik saham dalam Perseroan Terbatas atau  modal dalam 

perusahaan perseroan. Laporan perubahan modal terdiri dari laba perusahaan 

ditambah dengan modal dan dikurangi dengan prive. Laporan ini menunjukkan 

laba/ rugi periode tersebut.  

 

2.5.5  Laporan Posisi Keuangan 

Laporan keuangan juga dapat menunjukkan informasi aset dan liabilitas 

perusahaan yang dimiliki. Informasi tersebut berada pada laporan posisi keuangan. 

Menurut Kasmir (2014) mengatakan bahwa neraca (Balance sheet) adalah laporan 

yang menunjukkan posisi keuangan pada periode akuntansi tertentu, posisi 

keuangan yang dimaksud adalah posisi jumlah dan jenis aktiva atau harta dan 

passiva suatu perusahaan. Penyusunan laporan ini berdasarkan tingkat likuiditas 

atau tingkat dengan kemudahan pencairan aktiva atau passiva tertinggi. Sehingga, 

laporan posisi keuangan/ neraca adalah laporan keuangan yang dibuat untuk 

menunjukkan jumlah terkait aktiva / harta dan passiva (kewajiban dan modal) pada 

periode akuntansi tertentu yang disusun berdasarkan tingkat kemudahaan dalam 

pencairan (Likuiditas).  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


28 
 

 
 

2.5.6 Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas menurut Tanjung (2006) adalah laporan yang 

memperlihatkan arus masuk, arus keluar kas dan setara kas. Penyajian laporan arus 

kas adalah untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 

periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset 

non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. aliran kas diperlukan terutama untuk 

mengetahui kemampuan yang sebenarnya dalam mengetahui kewajiban- 

kewajibannya. 

 

2.6 Akuntansi Pajak  

Akuntansi pajak adalah salah satu cabang ilmu akuntansi dalam 

pengerjaannya harus memiliki kemampuan perpajakan. Akuntansi pajak digunakan 

dalam menyajikan informasi yang berhubungan dengan pajak. Sehingga apabila 

laporan keuangan disajikan sesuai SAK, maka akuntansi pajak, masih 

membutuhkan aturan yang berasal dari UU KUP. Akuntansi Pajak menurut 

Muljono (2010) mengatakan bahwa akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang 

berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, 

perundang- undangan dan aturan pelaksanaan perpajakan lainnya. Prinsip akuntansi 

pajak, yaitu: 

a. Kesatuan akuntansi, artinya dalam pembukuan harus memisahkan harta, 

kewajiban, modal dan pendapatan, penjualan pembelian wajib pajak. 

b. Kesinambungan, artinya data- data yang berkaitan dengan keuangan harus 

disimpan minimal dalam jangka waktu 10 tahun. 

c. Harga pertukaran yang objektif, DJP berhak menentukan kembali besarnya 

penghasilan dan pengurangan, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman. 

d. Konsistensi, artinya pembukuan harus diselenggarakan dengan asas 

konsistensi. Apabila wajib ajak telah menggunakan suatu prinsip pembukuan 

maka harus diikuti disetiap tahunnya, jika ingin mengubahnya maka harus 

dengan persetujuan DirJen Pajak. 
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e. Konserfatif, artinya akuntansi pajak cederung mengakui adanya prinsip 

realisasi, namun terkadang juga mengakui adanya prinsip konserfatif. Artinya 

wajib pajak memiliki pemilihan dalam mengakui adanya pendapatan dan rugi. 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

pajak adalah kegiatan pembukuan, pencatatan yang menghasilkan laporan 

keuangan komersia sesuai dengan prinsip SAK kemudian disesuaikan dengan 

prinsip perpajakan dalam UU KUP. 

 

2.7 Koreksi Fiskal 

Koreksi fiskal menurut Pandiangan (2014) adalah penyesuaian yang 

dilakukan terhadap laporan keuangan komersial dengan cara menyesuaikan akun, 

metode, dan pengakuan sesuai dengan peraturan perpajakan. koreksi fiskal akan 

dilakukan apabila terjadi perbedaan pendapatan mengenai pengakuan komponen- 

komponen laporan keuangan wajib pajak dan fiskus. Menurut Hanlon (2015) 

menyatakan bahwa perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: beda waktu dan beda permanen. Beda waktu adalah perbedaan 

yang terjadi antara fiskus dan komersial yang diakibatkan oleh kebijakan aturan 

pajak dalam membatasi beberapa komponen dan metode yang diatur dalam 

komersial. Contoh dari beda waktu adalah adanya perbedaan metode, pengakuan 

biaya dan pendapatan, penyusutan serta amortisasi. Namun beda tetap adalah 

perbedaan yang disebabkan perbedaan yang disebabkan oleh adanya aturan pajak 

yang tidak mentoleransi adanya pengakuan dari pendapatan atau beban yang 

tercantum dalam laporan keuangan fiskal. Beda tetap biasanya diatur dalam UU 

No. 36 Tahun 2008, yaitu: 

1. Penghasilan yang telah dikenai pajak (UU PPh pasal 4 ayat 1). 

2. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final (UU PPh pasal 4 ayat 2). 

3. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (UU PPh pasal 4 ayat 3). 

4. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang 

sifat pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi batas kewajaran 

(UU PPh pasal 9 ayat 1). 
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Berdasarkan peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang 

menyangkut pengakuan akan penghasilan dan beban pada fiskal bersifat tetap 

sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.    

 

2.7.1 Koreksi Fiskal Positif  

Koreksi fiskal diatur dalam Kep. Dirjen Pajak No. 141/PJ/2004 adalah 

penyesuaian yang bersifat menambah penghasilan berdasarkan laporan keuangan 

komersial karena adanya biaya, pengeluaran dan kerugian yang tidak dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto  yang dihitung sesuai dengan perundangan 

perpajakan yang berlaku. Menurut (Resmi (2008) Koreksi fiskal positif adalah 

koreksi/ penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak 

yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutang juga akan meningkat. 

Beberapa objek pajak penghasilan/ beban pada laporan keuangan komersial dan 

bukan merupakan penghasilan/ beban pada laporan keuangan fiskal, yaitu: 

a. Pengeluaran biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam 

UU PPh pasal 6 ayat 1. 

b. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yang 

diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU PPh. 

c. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. 

d. Pengeluaran biaya karena sanksi perpajakan. 

e. Pengeluaran biaya yang merupakan beban pajak penghasilan. 

 

2.7.2 Koreksi Fiskal Negatif 

 Koreksi Fiskal Negatif Koreksi fiskal negatif diatur dalam Kep. Dirjen 

Pajak No. 141/PJ/2004 adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial 

dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Undang- Undang 

PPh beserta aturan pelaksanaannya yang bersifat mengurangi penghasilan dan 

menambah biaya-biaya. Menurut Resmi (2008) koreksi fiskal negatif adalah 

koreksi/ penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang 
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membuat PPh badan terutang juga akan menurun. Berdasarkan pengertian diatas 

maka dapat kita simpulkan beberaapa penyesuaian tersebut yaitu berupa: 

a. Penghasilan yang didapat dari penghasilan bukan objek pajak. 

b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTER KERJA NYATA 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

3.1.1 Lokasi Praktek kerja Nyata  

Kerja Praktek Nyata ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan yang beralamat di Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang pada 

bagian divisi konsultan dan akuntan.  

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 

0643/UN25.1.2/SP/2020 yaitu dimulai dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 

tanggal 31 Maret 2020 ini di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan, yaitu: 

 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Jum’at 08.00 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Sabtu 08.00 – 14.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Minggu Libur Libur 

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan 

 

3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata adalah salah satu mata kuliah wajib Program Studi 

Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember 

yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar 

Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang perpajakan. Persyaratan tersebut 

dilaksakan oleh mahasiswa tingkat akhir untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata 

atau magang, apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan minimal 106 SKS 

dari jumlah 111 SKS yang harus diselesaikan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

dapat dilaksanakan di lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara, perusahaan 
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milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang terkait. Praktek 

Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh 

Program Studi Diploma III Perpajakan.  

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan penulis melalui beberapa tahapan, 

antara lain sebagai berikut. 

a. Pemograman  

Setiap mahasiswa sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diwajibkan 

untuk melaksanakan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata 

kuliah yang ditempuh Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja 

Nyata. 

b. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata  

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan menempuh minimal 106 SKS 

dapat menentukan lokasi Praktek Kerja Nyata meliputi lembaga pemerintahan, 

perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha  Milik 

Daerah (BUMD).  

c. Observasi 

Observasi dilakukan untuk cara mencari tahu persyaratan  yang diperlukan 

untuk melakukan Praktek Kerja Nyata dilokasi tersebut apabila telah terpenuhi 

maka mahasiswa mengantarkan proposal Praktek Kerja Nyata beserta dengan 

surat pengantar Praktek Kerja Nyata yang berasal dari fakultas. 

d. Surat Balasan 

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima 

mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan kepada pihak fakultas 

dibagian Program Studi Diploma III Perpajakan. 

e. Surat Tugas  

Mahasiswa akan menerima surat tugas dari fakultas. Fakultas akan 

memberikan dua surat tugas, yaitu surat tugas magang dan surat tugas dosen 

supervisi.  

f. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada instansi yang dimaksud. 
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3.2 Ruang Lingkup Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pelaksanaan  kegiatan Praktek Kerja Nyata di KKP Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan merupakan salah satu bentuk usaha yang berada dalam naungan PT. 

Cipta Sarana Cendikia. PT. Cipta Sarana Cendikia memiliki ruang lingkup berupa 

CV. Cipta Jasatama, KAP Abdul Ghonie dan Rekan serta KKP Drs. Agus 

Sambodo. Pada pelaksaan kegiatan akan dibuat Laporan Praktek Kerja Nyata oleh 

penulis dengan Judul “Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan”, sehingga pada 

pelaksanaan kegiatan, penulis ditempatkan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan.  

Berikut beberapa kegiatan yang berkaitan dengan judul tersebut, 

diantaranya: Menjadi tim audit pada beberapa klien yang terdiri dari kegiatan 

Cashcount, membuat traceback, membuat laporan keuangan,  membuat catatan atas 

laporan keuangan, membuat surat tagihan piutang, membuat SPT masa PPh 23, 

membuat bukti potong A1, mengerjakan equalisasi PPN, merekap dan 

mengarsipkan data keuangan, melaporkan SPT tahunan orang pribadi, diskusi 

mengenai perencanaan pajak dan berdiskusi mengenai aspek perpajakan dari klien 

dimana hal tersebut berhubungan dengan Tugas Akhir Penulis.  akan ditambahkan 

menjadi laporan Tugas Akhir oleh Penulis dengan judul “Implementasi 

Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh Kantor Konsultan Drs. 

Agus Sambodo dan Rekan”. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis 

ditempatkan pada bagian divisi Konsultan dan Akuntan Kantor Konsultan Pajak 

Drs. Agus Sambodo dan Rekan. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata  

Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan 

yang ada di Kantor Konsultan Drs. Agus Sambodo dan Rekan yang dapat dilihat 

dalam tabel 3.2 berikut ini: 
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Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

No. 
Waktu 

Pelaksanaan 

 

Kegiatan 

 

 

Hasil Kegiatan 

 

(a) (b) (c) (d) 

1. Sabtu, 1 Februari 

2020 

Penanggungjawab: 

Nengnis Uswatul 

Kasanah 

  

a.  Pengenalan 

b. Belajar memahami 

kegiatan apa saja 

yang berada di KKP 

Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan 

 

a. Dapat mengenal seluruh 

karyawan KKP Drs. Agus 

Sambodo SH.,MSA.,BKP 

dan Rekan. 

b. Dapat mengetahui kegiatan 

yang dilakukan di KKP Drs. 

Agus Sambodo dan Rekan 

Malang. 

 

2. 

 

Senin, 3 Februari 

2020 

Penanggungjawab: 

a. Dewi Ernawati, 

SE., BKP. 

b. Nanda Putri 

Aprilianti. 

 

 

a. Membuat Daftar 

Penyusutan Aset 

Tetap Perusahaan. 

b. Membuat daftar 

piutang, kemudian 

membuat surat 

konfirmasi piutang 

perusahaan. 

c. Diskusi 

perencanaan PPh 

pasal 21, 22 dan 23 

secara umum. 

 

 

a. Mengetahui cara  perhitungan 

penyusutan aset tetap dalam 

excel pada beberapa 

perusahaan klien. 

b. Mengetahui jumlah  piutang 

masing-  masing perusahaan 

yang kemudian mengetahui 

bentuk surat tagihan piutang. 

c. Mengetahui tatacara 

perencanaan pajak PPh 21, 22 

dan 23 secara umum.  
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No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

 

3. 

 

Selasa, 4 Fabruari 

2020 

Penanggungjawab: 

a. Kartika Ayu 

Ramadhani 

b. Fita Eka Cornelia 

 

 

a. Menghitung PPh 

pasal 21 

perusahaan. 

b. Diskusi mengenai 

penghitungan  

metode penyusutan 

yang diakui secara 

fiskal. 

 

 

a. Mengetahui tata cara  

penghitungan PPh Pasal 

21 karyawan PT. A 

dengan excel 

b. Mengtahui penghitungan 

metode penyusutan yang 

diakui oleh fiskal. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 5 Februari 

2020 

Penanggungjawab:  

a. Nanda Putri 

Aprilianti S.Ak 

b. Dewi Ernawati, 

SE., BKP. 

 

a. Melakukan audit 

laporan keuangan pada 

perusahaan. 

b. Melakukan equalisasi 

laporan keuangan 

dengan SPT PPN. 

c. Melakukan diskusi 

fungsi manajemen 

pajak terhadap 

perusahaan klien. 

 

a. Mengetahui tata cara 

audit  laporan keuangan 

pada perusahaan klien 

KKP Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan. 

b. Mengetahui tata cara 

equalisasi Laporan 

keuangan dengan SPT 

PPN pada perusahaan. 

c. Mengetahui fungsi 

manajemen pajak 

terhadap perusahaan klien 

KKP Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan. 
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No Waktu 

Kegiatan 

Jenis Kegiatan Hasil 

Kegiatan 

 

(a) (b) (c) (d)  

5. Kamis, 6 Februari 2020 

Penanggungjawab:  

a. Drs. Ali Irfan, MSA., 

Ak., BKP., CA 

b. Aziziah.,SE.,BKP 

 

Melakukan audit 

Cashcount PT. B 

Sumenep dan mengamati 

proses konsultasi PT. B 

oleh KKP Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan. 

 

Mengetahui proses audit 

PT. B dan  

Mengetahui proses 

konsultasi mengenai 

perencanaan pajak PT. B 

oleh KKP Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan. 

 

 a.  

 

6. 

 

Kamis, 6 Februari 2020 

Penanggungjawab:  

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Dewi Ernawati, SE., 

BKP. 

 

 

a. Melakukan Traceback 

PT. B Sumenep. 

b. Diskusi strategi pilihan 

metode tax planning 

PPh 21 

 

a. Mengetahui tata cara 

proses Traceback 

PT. B. 

b. Mengetahui strategi 

pilihan metode tax 

planning PPh 21 

c.  

 

7. 

 

Jum’at, 7 Februari 2020  

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Dewi Ernawati.,BKP 

 

 

a. Menghitung PPh Pasal 

21 Karyawan PT. B. 

b. Diskusi mengenai tax 

planning pada PT. B 

 

 

 

a. Mengetahui tata cara 

pembuatan daftar 

perhitungan PPh pasal 

21 karyawan PT. B 

pada excel. 

b. Mengetahui tata cara 

tax planning pada PT. 

B 

 

 

 

a.  
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No. Waktu 

Pelaksanaan 

Kegiatan Hasil 

Kegiatan 

 a.  

(a) (b) (c) (d) 

 

8. 

 

Sabtu, 8 Februari 2020  

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Fita Eka Cornelia 

 

 

Melakukan audit 

laporan keuangan 

Perusahaan Klien 

KKP Drs. Agus 

Sambodo dan 

Rekan. 

 

 

Mengetahui tata cara  

mengoreksi laporan 

keuangan klien KKP 

Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan. 

 

b.  c.  

 

9.  

 

Senin, 10 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Dewi Ernawati, SE., 

BKP. 

 

Diskusi mengenai 

penghindaran 

pajak, manajemen 

pajak, perencanaan 

pajak, dan 

penghematan 

pajak. 

 

Mengetahui jenis 

penghindaran pajak, 

mengetahui perbedaan 

manajemen pajak dan 

perencanaan pajak, 

dan pengertian 

penghematan pajak. 

  

 

10. Selasa, 11 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Dewi Ernawati.,SE., 

BKP. 

a. Membuat SPT 

Masa PPh 22 

sesuai dengan 

daftar 

penghitungan PT. 

X. 

b. Diskusi 

mengenai tekhnik 

gross up PPh 22. 

a. Mengetahui proses 

pembuatan SPT Masa 

PPh pasal 22 sesuai 

dengan data yang 

tersedia pada PT. X 

dengan aplikasi SPT 

Masa PPh pasal 22. 

b. Mengetahui tekhnik 

gross up PPh 22. 
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No. 
Waktu  

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

11. Rabu, 12 Februari 2020 

Penanggung Jawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Dewi Ernawati., 

SE.,BKP. 

a. Melakukan Cashcount 

PT. C Sampang 

b. Mengamati proses 

konsultasi antara klien 

dengan konsultan pajak. 

c. Mengamati proses 

konsultasi perencanaan 

pajak  PT. C dengan staf 

konsultan pajak Drs. 

Agus Sambodo dan 

Rekan. 

 

Mengetahui proses 

audit dan konsultasi 

mengenai 

perencanaan PT. C 

oleh KKP Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan. 

 

12. Kamis, 13 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Azizah.,SE.,BKP 

a. Melakukan Traceback 

PT. C Sampang  

b. Memberikan opsi 

transaksi yang bersifat 

deductible expense 

kepada PT. C. 

c. Diskusi tentang adanya 

isu kebijakan 

penurunan tarif pajak 

penghasilan badan serta 

dampaknya terhadap 

klien.  

 

a. Menngetahui tata cara 

proses audit laporan 

keuangan  

b. Mengetahui strategi 

perencanaan pajak 

PT. C oleh KKP Drs. 

Agus Sambodo dan 

Rekan. 

c. Mengetahui dampak 

dari penrunan tarif 

pajak penghasilan 

terhadap klien KKP 

Drs, Agus Sambodo 

dan Rekan. 
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No. 
Waktu  

Pelaksaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

 

13. 

 

Jum’at, 14 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Fita Eka Cornelia 

 

a. Membuat SPT. 

Masa 22 dan 23 

PT. C Sampang. 

b. Diskusi mengenai 

perhitungan 

metode gross up 

PPh 21 PT. C 

Sampang. 

 

 

a. Melaporkan SPT. Masa 

PPh 22 dengan aplikasi 

yang tersedia sesuai 

dengan data yang 

tersedia.  

b. Mengetahui 

perhitungan metode 

gross up PPh 21 PT. C 

Sampang. 

 

14. Sabtu, 15 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Dewi Ernawati.,BKP 

 

Diskusi mengenai 

perencanaan pajak 

PT. C Sampang. 

Mengetahui strategi 

perencanaan pajak PT. 

C Sampang. 

15. Senin, 17 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Dewi 

Ernawati.,SE.,BKP 

b. Azizah.,SE.,BKP 

a. Membuat 

Ekualisasi PPN 

PT. Y dengan 

laporan keuangan. 

b. Diskusi mengenai 

tatacara dan 

penghitungan 

rekonsiliasi fiskal. 

a. Mengetahui cara 

ekualialisasi Laporan 

Keuangan dengan 

SPT masa  PPN PT. Y 

pada excel. 

b. Mengetahui tatacara 

perhitungan 

rekonsiliasi fiskal. 
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No. 
Waktu  

Pelaksaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

16. Selasa, 18 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Dewi 

Ernawati.,SE.,BKP 

b. Azizah.,SE.,BKP 

a. Membuat Ekualisasi 

PPN PT. Y.  

b. Diskusi mengenai 

pentingnya 

perencanaan pajak 

perusahaan. 

 

a. Mengetahui  proses 

akualisasi Laporan 

Keuangan dengan SPT 

Maasa PPN PT. Y pada 

excel. 

b. Mengetahu fungsi 

perencanaan pajak 

perusahaan. 

 

17.  Rabu, 19 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Dewi 

Ernawati.,SE.,BKP 

a. Merekap Bukti Potong 

PPh pasal 21 PT. C 

Sampang 

b. Merekap Bukti Potong 

PPh pasal 23 PT. C 

Sampang. 

c. Diskusi mengenai 

perhitungan metode 

perencanaan pajak 

PPh pasal 21, 22, 23 

dan 4 ayat 2. 

 

a. Mengetahui bentuk bukti 

potong PPh pasal 21 

yang telah dicetak pada 

PT. C Sampang pada 

excel. 

b. Mengetahui bentuk 

bukti potong PPh pasal 

23 yang telah dicetak 

pada PT. C Sampang 

pada excel. 

c. Mengetahui 

perhitungan metode 

perencanaan pajak PPh 

pasal 21, 22, 23 dan 4 

ayat 2. 
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No 
Waktu 

Pelaksaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

    

18. Kamis, 20 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Dewi 

Ernawati.,SE.,BKP 

a. Membuat daftar 

penyusutan aset tetap 

PT. K  

b. Diskusi mengenai 

metode penyusutan 

aset tetap yang diakui 

oleh fiskal. 

 

a. Mengetahui tata cara 

perhitungan aset tetap 

ada excel terhadap PT. 

K 

b. Mengetahui metode 

penyusutan aset tetap 

yang diakui oleh fiskal. 

19. Jum’at, 21 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Fita Eka Cornelia 

 

a. Merekap daftar SPT 

Masa PPN PT. A 

b. Melakukan ekualisasi 

PPN PT. A 

Menegtahui tata cara 

ekualisasi PPn 

penginputan data dan 

pengoreksian antara 

laporan keuangan 

dengan SPT Masa PPn 

PT. A. 

20. Sabtu, 22 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Fita Eka Cornelia 

 

a. Diskusi mengenai 

tatacara metode gross 

up PPh 21 pada  klien 

KKP Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan. 

b. Diskusi mengenai 

fasilitas yang 

diberikan kepada 

karyawan yang 

bersifat deductible 

expense. 

a. Mengetahui tatacara 

metode gross up PPh 

21 pada  klien KKP 

Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan. 

c. Mengetahui fasilitas 

yang diberikan kepada 

karyawan yang 

bersifat deductible 

expense. 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

21. Senin, 24 Februari 2020 

Penanggungjawab  

a. Azizah.,SE.,BKP 

b. Fitri Nur Elisa.,SE 

 

c. Melakukan Cashcount 

KUD. X  Pasuruan 

d. Menemani staf 

konsultan pajak KKP 

Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan untuk 

konsultasi bersama 

KUD .X mengenai 

perencanaan pajak 

KUD. X 

 

a. Mengetahui tata cara 

cashcount dalam 

audit terhadap seuah 

KUD 

b. Mengetahui 

perencanaan pajak 

pada KUD. X 

 

 

22. Selasa, 25 Februari 2020 

Penanggung jawab: 

a. Azizah.,SE.,BKP 

b. Fitri Nur Elisa.,SE 

a. Melakukan traceback 

KUD. X Pasuruan 

b. Melakukan diskusi 

metode penghitungan 

nilai persediaan yang 

diakui oleh fiskal pada 

KUD. X 

 

a. Mengetahui tata cara 

traceback KUD  

b. Mengetahui metode 

penghitungan nilai 

persediaan yang 

diakui oleh fiskal 

pada KUD. X 

23. Rabu, 26 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Azizah.,SE.,BKP 

b. Fitri Nur Elisa.,SE 

 

Pengecekan dan merekap 

Faktur pajak masukan, 

FP Keluaran, serta PPh 

pasal 21, PPh pasal 23. 

Mengetahui bentuk 

Faktur pajak 

masukan ataupun 

keluaran serta Bukti 

potong 1721-A1 

Karyawan KUD. X 

Pasuruan serta bukti 

potong PPh 23. 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

24. Kamis, 27 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Fitri Nur Elisa.,SE 

Pengecekan laporan audit  

keuangan KUD. X 

Pasuruan. 

Melakukan pengisian dan 

mengoreksi laporan 

keuangan KUD. X 

Pasuruan pada excel. 

 

25. Jum’at, 28 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Fita Eka Cornelia 

 

Diskusi mengenai metode 

gross up KUD. X Pada 

PPh pasal 21, 23, dan 4 

ayat 2.  

Mengetahui metode 

gross up KUD. X Pada 

PPh pasal 21, 23, dan 4 

ayat 2.  

 

 

26.  

 

Sabtu,  29 Februari 2020 

Penanggungjawab: 

a. Fita Eka Cornelia 

 

Membuat rekapan 

mengenai kredit pajak 

serta pajak terutang 

dari form 1721-A1 

pemegang saham PT. 

S Malang 

 

Mengetahui beberapa  

daftar rekapan kredit 

pajak serta menghitung 

jumlah pajak terutang 

pada pemegang saham 

PT. S Malang. 

 

27. Senin, 2 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Dewi 

Ernawati.,SE.,BKP 

 

 

 

a. Membuat SPT Masa 

PPh 23  

b. Diskusi mengenai 

fasilitas yag diberikan 

karyawan KUD. X 

yang bersifat 

deductible expense. 

 

 

a. Mengetahui tata cara 

pembuatan SPT Masa 

PPh pasal 23 dengan 

aplikasi PPh pasal 23. 

b. Mengetahui fasilitas 

yag diberikan 

karyawan KUD. X 

yang bersifat 

deductible expense. 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

28. Selasa, 3 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Dewi 

Ernawati.,SE.,BKP 

 

a. Diskusi mengenai 

pengenaan tarif PPh 

badan. 

b. Diskusi mengenai 

tatacara metode gross 

up PPh 22 dan 23  

a. Mengetahui 

pengenaan tarif PPh 

badan. 

b. Mengetahui tatacara 

metode gross up pada 

PPh 22 dan 23. 

 

 

29. 

 

Rabu, 4 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri Aprilianti 

b. Dewi 

Ernawati.,SE.,BKP 

 

Diskusi mengenai 

rekonsiliasi fiskal 

positif dan negatif   

 

Mengetahui cara 

rekonsiliasi fiskal 

positif dan negatif 

laporan keuangan 

 

 

30. 

 

Kamis, 5 Maret 2020 

Penanggungjawab  

a. Agus Samboso, 

SH.,MSA.,BKP 

b. Azizah.,SE.,BKP 

 

Melakukan Audit 

sampling transaksi 

dan bukti transaksi 

KUD. S Surabaya 

 

 

Mengetahui proses  

audit sampling 

transaksi dengan bukti 

transaksi pada KUD. S 

Surabaya  

 

31. 

 

Jum’at, 6 Maret 2020 

Penanggungjawab  

a. Azizah.,SE.,BKP 

b. Fitri Nur Elisa.,SE 

 

Merekap transaksi 

yang sama dengan 

data mutasi KUD. S 

 

mengetahui hasil 

temuan yang tidak 

sesuai dengan bukti 

transaksi pada KUD. S 

Surabaya. 
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No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

31. Sabtu, 7 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

a. Azizah.,SE.,BKP 

b. Fitri Nur Elisa.,SE 

Audit laporan 

keuangan KUD. S 

Surabaya 

 

Megetahui proses  

perhitungan dan 

pengecekan pada 

laporan keuangan 

KUD. S Surabaya 

 

32. 

 

Senin, 9 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

a. Azizah.,SE.,BKP 

b. Fitri Nur Elisa.,SE 

 

 

Diskusi mengenai 

manejemen pajak 

KKP Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan 

 

 

Mengetahui 

manajemen pajak 

KKP Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan. 

   

 

33. 

 

Selasa, 10 Maret 2020  

Penanggungjawab: 

a. Dewi 

Ernawati.,BKP 

 

 

Melakukan wawancara 

mengenai akuntansi 

pajak  PT. Nanda oleh  

staf Kantor Konsultan 

Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan. 

 

Mengetahui proses 

siklus  akuntansi PT. 

Nanda. 

 

  

 

34.  

 

Rabu, 11 Maret 2020  

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri 

Aprilianti 

b. Dewi 

Ernawati.,SE.,BKP 

 

 

 

Melakukan wawancara 

perencanaan mengenai 

PT. Nanda oleh  staf 

konsultan pajak. 

 

Mengetahui proses 

perencanaan pajak 

pada PT. Nanda 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

   

(a) (b) (c) (d)    

35. Kamis, 12 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

a. Drs. Ali Irfan, 

MSA., Ak., BKP., 

CA 

b. Aziziah.,SE.,BKP 

Melakukan wawancara 

perencanaan pajak 

penghasilan PT. Nanda 

oleh  KKP Drs. Agus 

Sambodo. 

Mengetahui proses 

perencanaan pajak 

penghasilan oleh KKP 

Drs. Agus Sambodo. 

   

36. Jum’at, 13 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

e. Dewi 

Ernawati.,SE.,BKP 

a. Membuat SPT Masa 

PPh 23. 

b. Mencetak Bukti Potong 

SPT Masa PPh 23 pada 

perusahaan klien 

 

Dapat mengetahui 

proses pembuatan SPT 

Masa PPh 23. 

   

37. Sabtu, 14 Mater 2020 

Penanggungjawab: 

a. Nanda Putri 

Membuat surat piutang 

PT. X  

Mengetahui hal- hal 

yang terdapat pada 

surat konfirmasi 

piutang 

 

   

 

38. 

 

Senin, 16 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Dewi Ernawati.,BKP 

 

 

Melakukan wawancara 

keterkaitan Proses 

rekonsiliasi fiskal PT. 

Nanda via telephone. 

 

Dapat mengetahui 

proses rekonsiliasi 

fiskal PT. Nanda. 

   

39. Selasa, 17 Maret 2020 

Penanngungjawab: 

Nengnis  

Melakukan wawancara 

mengenai administrasi 

KKP Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan via 

Telenference. 

Mengetahui tata 

administrasi KKP Drs. 

Agus Sambodo dan 

Rekan. 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

   

(a) (b) (c) (d)    

40.  Rabu, 18 Maret 2020 

Penanggungjawab:  

a. Fita Eka Cornelia 

b. Dewi 

Ernawati.,BKP 

Wawancara via 

teleconference 

keterkaitan tarif pajak 

PPh badan 

Mengetahui tarif PPh 

badan sesuai dengan 

ketentuan perundang- 

undangan yag berlaku 

 

   

41. Kamis, 19 Maret 2020 

Penanggung jawab: 

Dewi Ernawati.,BKP 

 

Meminta data keterkaitan 

dengan perencanaan 

pajak PT. Nanda via 

email. 

Mendapatkan data 

keuangan yang 

dibutuhkan. 

   

42. Jum’at, 20 Maret 2020 

Penanggung Jawab: 

Nanda Putri Aprilianti 

Menyelesaikan tugas 

yang belum terselesaikan 

melakukan cetak PPh 

pasal 23 via email. 

 Dapat mengetahui proses 

pembuatan Bukti potong 

PPh 23. 

   

43. Senin, 23 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Dewi Ernawati.,BKP 

 

Meminta kekurangan data 

keterkaitan dengan 

perencanaan pajak via 

wattsap. 

Mendapatkan data 

keuangan yang dibutuhkan 

   

44. Selasa, 24 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Nanda Putri 

Melakukan wawancara 

mengenai perencanaan 

pajak via teleconference 

Mengetahui tata cara 

perencanaan pajak 

secara sederhana. 

   

45. Rabu, 25 Maret 2020 

Penanggung Jawab: 

Fita Cornelia 

Melakukan wawancara 

keterkaitan dengan 

perusahaan yang ditangani 

KKP Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan via zoom 

meeting. 

 

Mengetahui beberapa 

klien yang ditangani 

KKP Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan. 
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No. Waktu 

Kegiatan 

Kegiatan Hasil Kegiatan    

(a) (b) (c) (c)    

46.  Senin, 30 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Fita Cornelia 

melakukan diskusi 

mengenai PPh akhir 

tahun via zoom meeting. 

 

Mengatahui pengertian dan 

perhitungan pajak akhir 

tahun. 

   

47. Selasa, 31 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Nanda putri 

Melakukan diskusi 

keterkaitan tarif PPh via 

teleconference 

Mengetahui cara 

perhitungan dan 

pengaplikasian tarif PPh 

dalam kehidupan sehari- 

hari 

   

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis data  

Jenis data dipakai dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini yaitu: 

a. Data kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang berisi informasi bilangan atau angka. 

Sedangkan, data kuantitatif pada Laporan Praktek Kerja Nyata ini berupa 

laporan keuangan dan bukti pelaporan pajak yang dilakukan secara elektronik. 

b. Data kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk bilangan verba atau kalimat bukan 

berupa angka atau simbol. Sedangkan data kualitatif pada laporan ini adalah 

berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan 

konsultan pajak. 
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3.3.2 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini 

yaitu:   

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

terhadap narasumber. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer melalui 

wawancara terhadap konsultan pajak yang menjadi konsultan dan staf ahli di 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan. Penulis melakukan 

wawancara yaitu dengan: 

1. Dewi Ernawati.,BKP 

2. Ali Erfan, Ak.,MSA.,BKP.,CA 

b. Data Sekunder   

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak eksternal lainnya, untuk 

memperkuat data primer, berupa dari Undang- undang Perpajakan, buku, 

jurnal, Laporan Keuangan Tahun 2019 atau informasi lain yang bersifat 

akuntabel. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah: 

1. Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan data yang berasal dari undang- 

undang No. 36 Tahun 2008 mengenai PPh, buku- buku, jurnal serta referensi 

akuntabel lainnya yang berhubungan dengan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. 

2. Observasi    

 Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat hasil pengamatan serta 

dilakukan secara sistematis dan terstruktur terhadap gejala yang terjadi. Pada 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi dengan ikut dalam 

proses audit serta mengamati proses konsultasi wajjib pajak dengan konsultan 

pajak KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan. Sehingga, penulis dapat 

mengamati beberapa permasalahan yang terjadi pada wajib pajak mengenai 

beban pajak yang ditanggung klien KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan. 
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3. Wawancara 

 Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab 

kepada narasumber Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan 

yang berhubungan dengan masalah “Implementasi Perencanaan Pajak PT. 

Nanda pada Kantor Konsultan Drs. Agus Sambodo dan Rekan”. Wawancara 

dilakukan yaitu dengan: 

a. Bapak Ali Irfan.,M.SA.,Ak.,BKP 

b. Ibu Dewi  Ernawati.,BKP 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil Praktek Keja Nyata di KKP Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan mengenai Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan PT. 

Nanda pada tahun 2019 di Kota Malang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, 

yaitu:  

a. PT. Nanda adalah sebuah perusahaan yang memberikan kuasa atas 

perencanaan pajaknya berdasarkan Memorandum of Understanding 

(MOU)  antara KKP Drs. Agus Sambodo dan PT. Nanda. 

b. Perencanaan pajak penghasilan adalah proses analisis yang dilakukan 

secara sistematis dari berbagai opsi dan pilihan transaksi yang 

berhubungan dengan pajak penghasilan yang ditujukan kepada PT. Nanda 

oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan untuk memperkecil beban pajak 

terutang masa pajak kini dan masa pajak. Perencanaan pajak dilakukan 

dalam koridor peraturan perundang- undangan perpajakan, adanya 

perencanaan pajak dilakukan untuk mengurangi adanya kegiatan 

pengemplangan pajak. 

c. Perencanaan pajak penghasilan dilakukan dengan melihat aspek 

perpajakan yang dapat diminimalisir melalui laporan keuangan, kemudian 

memilih opsi transaksi yang bersifat deductible Expense bagi PT. Nanda.  

d. Jasa perencanaan pajak  yang diberikan oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan adalah memberikan strategi dan opsi pilihan kepada PT. Nanda 

terkait dengan perencanaan pajak. 

e. Implementasi Perencanaan pajak PT. Nanda adalah dengan memilih  

metode gross up untuk PPh 21, 22, dan 23 karena dengan menggunakan 

metode tersebut biaya atas pengenaan PPh 21, 22, dan 23 tidak muncul 

dalam elemen laba- rugi, sehingga tidak menimbulkan koreksi fiskal. 

f. Terdapat dua koreksi fiskal pada PT. Nanda, yaitu koreksi fiskal positif 

dan koreksi fiskal negatif. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


68 
 

 
 

g. Penggunaan tarif 31E UU PPh PT. Nanda juga merupakan opsi yang 

digunakan dalam perhitungan pajak akhir tahun PT. Nanda.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil Praktek Kerja Nyata di KKP Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan mengenai Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan pada  

PT. Nanda, maka penulis memberikan saran sebagai berikut, yaitu: 

a. Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan sebaiknya 

memberikan tranfer ilmu  mengenai pengetahuan perpajakan dasar dan 

update peraturan perpajakan terbaru kepada karyawan PT. Nanda sehingga 

manajemen mampu memutuskan kebijakan keuangan diawal periode. 

b. Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan hendaknya untuk 

tetap selalu update peraturan perpajakan, dalam bentuk UU perpajakan 

dan turunannya supaya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pajak. 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


69 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Achyarsyah, P. (2018). Pengaruh Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal, 

Pajak Tangguhan, Laverage, Terhadap Persistensi Laba. Jurnal Ilmu 

Akuntansi, 56-68. 

Arifin, G. (2016, Desember 01). Pajak.go.id. Diambil kembali dari Pajak.go.id 

website: Https: //pajak.go.id/id/reformasi perpajakan Indonesia 

Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., 

Kusumaningrum, N. D., & Susilo, D. (2020, March 8). Effect Of Using E-

Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java. 

https://doi.org/10.31227/osf.io/afrcu 
 

Fadhila, N. (2018). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PT. XYZ dalam 

Meminimalisir Beban Pajak. Seminar Nasional Royal, 455-460. 

Hanifah, & Indra. (Jurnal Online Insan Akuntansi ). 2019. Tax Planning Atas PPh 

Badan PT. Suci, 1-10. 

Indonesia, I. A. (2015). Standar Akuntan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. 

Nur, A. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendaptan, Beban, dan 

Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang PT. 

Sinar Bahagia. E-Journal. 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 167/PMK. 03/2018 Tentang 

Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta 

Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan di 

Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dapat 

Mengurangi Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. 

Pohan, C. A. (2017). Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus . Jakarta: Mitra 

Wacana Media. 

Pohan, C. A. (2018). Optimizing Corporate Tax Management . Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Puspita, Yeni dan Galih Wicaksono. (2017). Analisis Potensi Pajak Restoran di 

Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi). Prosiding 

Seminar Nasional Pariwisata 2017 Universitas Jember Jawa Timur.  

Ririn, F., & Hisayati, K. (2016). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan 

Badan PT. Prawirajaya . Jurnal Ekonomi, 1-11. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

https://doi.org/10.31227/osf.io/afrcu
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


70 
 

 
 

Surat Edaran No. SE- 66/PJ/2010 Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat 1 

Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Pemghasilan 

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang 

Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 

 

Stefanus, A. (2011). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan pada PT. Trico 

Paint Factory. Binus Bissnis Review, 143-159. 

Stefanus, K. (2017). Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak atas Penghasilan PPh 

25 pada PT. Bank Sulutgo. Jurnal Riset Akuntansi, 220-231. 

Tantowie, d. (2010). Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Komersial dengan 

Laporan Keuangan Fiskal dalam Rangka Menghitung Pajak Penghasilan 

Terutang. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 13-28. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem 

perencanaan pembagunan nasional 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan  

 

 Wicaksono, Galih dan Tree Setiawan Pamungkas. (2017). Analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB 

P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Jurnal 

STIE Semarang. Vol. 9, No. 1, Februari 2017. 

 

      
 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


71 
 

 
 

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


72 
 

 
 

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Magang 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


73 
 

 
 

Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lapiran 4. Surat Keterangan Selesai Magang 
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Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing  
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Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 
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Lampiran Peraturan Surat Edaran 27/PJ 22/1986 
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Lampiran Bukti Nominatif Surat Edaran No. SE 334/PJ.312/2003 
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Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.03/2018 
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 Laporan Keuangan PT. Nanda  

      

PT. ANUGERAH MUTIARA 

LUHUR INDONESIA JAYA 
 

 
 

     
WPS-PERAK 

 

      LABA RUGI 

      ########  

      INDEX WP   

      WPL  
Registered Public Accountans 

    

PT. Nanda  

 LAPORAN LABA RUGI  

 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  31 DESEMBER 2019  

          

 Penjualan Alat Kotruksi   Rp 47.010.196.607  

 Penjualan Jasa atas sewa 

kendaraan dan sewa alat 

kontruksi 

  Rp  2.635.881.440 

 

 TOTAL PENJUALAN                 49.646.078.047  

 

 HARGA POKOK PENJUALAN     

 Persediaan Awal Barang Dagangan             2.670.488.550   

 Pembelian Barang Dagangan     47.831.000.707   

 Persediaan Barang yang Tersedia 

dijual  
               50.501.489.257  

 Persediaan Akhir Barang Dagangan    
                        

(3.219.287.250) 

      

 Harga Pokok Penjualan                 47.282.202.007  

      

 LABA KOTOR                   2.363.876.040  

      

 BIAYA USAHA     

 Gaji Karyawan             1.235.661.267   

 Biaya Spare Part Kendaraan                116.986.697   

 Biaya Inventaris Kantor                     4.188.000   

 Biaya Penyst. Gedung                   12.500.000   

 Biaya Penyst. Kendaraan                   61.664.363   

 Biaya Listrik, Air & Telpon                        633.023   

 Biaya Materai & Perangko                     4.107.650   

 Biaya Transport,Parkir & BBM                110.749.658   

 Biaya Operasional Kantor                127.765.216   
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 Biaya Barang Cetakan & Alat 

Kantor  
                 16.192.773   

 Biaya Konsumsi                   27.739.370   

 Biaya Promo                161.898.037   

 Biaya Outsourching                234.095.824   

 Biaya Sewa Display                   13.720.000   

 Biaya Sewa Bangunan                   70.000.000   

Total Beban Usaha                  2.197.901.878  

 LABA USAHA                       165.974.162  

      

 PENDAPATAN LAIN-LAIN     

 Pendapatan Bunga Bank                   66.983.552   

 Pendapatan Klaim                898.748.865   

 Pendapatan deviden               195.744.423   

 Biaya Adm Bank                 (54.617.351)  

 Biaya Pajak Bank                   (9.365.926)  

Pendapatan & (Beban) Lain-Lain                   1.097.493.562  

Laba Bersih Sebelum Pajak   
               1.263.467.724  

Pajak Penghasilan   
(309.819.814) 

Laba Bersih Setelah Pajak   
                  953.647.910  

 

Sumber: KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan (2020)PT. ANUGERAH MUTIARA LUHUR INDONESIA JAYA 
 LAPORAN 

LABA RUGI  
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Registered Public Accountans       

         

PT. ANUGERAH MUTIARA LUHUR INDONESIA JAYA  

Neraca  

PER 31 DESEMBER 2019  

        

 

  Uraian 
 JUMLAH  Uraian JUMLAH 

(Rp) 

   (Rp)    

              

  ASET LANCAR      KEWAJIBAN LANCAR   

         

7.668.739.812     KAS DAN SETARA KAS               1.976.954.297     HUTANG DAGANG  

   PIUTANG DAGANG                8.778.088.624     HUTANG PAJAK  
            

496.826.109  

   PERSEDIAAN BARANG DAGANG               3.219.287.250        

   PPN MASUKAN                  119.111.509        

   UANG MUKA PPh 25                  255.000.000        

   UANG MUKA PPh 23                    52.717.629        

               

  ASET TETAP       EKUITAS     

   GEDUNG                  750.000.000     MODAL  
         

1.000.000.000  

   KENDARAAN                  998.900.000     LABA (RUGI) TAHUN LALU  
         

6.163.979.387  
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   INVENTARIS KANTOR                    50.877.164     LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN           953.647.910  

   PERALATAN                  162.000.000        

   AKM. PENYUSUTAN GEDUNG   
              

(129.166.667) 
      

   AKM. PENYUSUTAN KENDARAAN   
              

(758.612.338) 
      

   
AKM. PENYUSUTAN INVENTARIS 

KANTOR 
  

                

(30.776.000) 
      

   AKM. PERNYUSUTAN PERALATAN   
                

(14.350.000) 
      

               

  ASET LAIN- LAIN           

     BANGUNAN DALAM PELAKSANAAN                  853.161.750      

                                       -        

               

               

               

               

               

               

  Jumlah   
           

16.283.193.218  
    

        

16.283.193.218  

    #REF!    
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Registered Public Accountans 

Lampiran Perhitungan Pajak Akhir Tahun PT. Nanda  

PT. NANDA   

 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  

 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  31 DESEMBER 2019  

 LABA SEBELUM PAJAK    
               

1.263.467.724  
  

 KOREKSI FISKAL       

 Pendapatan Bunga Bank                 (66.803.552)    

 Biaya Adm Bank                   56.157.356     

 B. pajak bank                   10.911.026     

 Biaya Voucher pulsa                   10.000.000     

 Biaya Kendaraan                    28.500.000     

 JUMLAH KOREKSI FISKAL    
                    

38.764.831  
  

 LABA SETELAH KOREKSI FISKAL   
               

1.302.232.555  
  

 LABA FISKAL PEMBULATAN    
               

1.302.232.000  
  

 Penghasilan yang mendapat Fasilitas       

                           4.800.000.000       X     1.302.232.000  = 125.905.486    

                         49.646.078.047       

                            =  125.905.486     X  (50%X25%)  =   15.738.186    

 Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas     

                          = 1.302.232.000   -    125.905.486     

                          = 1.176.326.514       

                          = 1.176.326.514     X          25%  = 294.081.628    

 Total Pajak Penghasilan     =  309.819.814 

  

Kredit Pajak Tahun 2019  
     

   UM PPh 23   (52.717.629)    

   UM PPh 25   (255.000.000)  = (307.717.629) 

PPh pasal 29/ kurang bayar     2.102.185 

 

Sumber: Data Diolah oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan (2020)  
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Lampiran SPT Tahunan 1771

 
 

 

 

 

 

2

1 PENGHASILAN NETO FISKAL 
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ........................................................

2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

3 PENGHASILAN KENA PAJAK  (1-2) ..................................................................

0

1.302.232.000

1.302.232.555

(1)

4

4. PPh TERUTANG (Pil ih salah satu sesuai dengan kr iter ia Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

5PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU  .......................

6JUMLAH  PPh  YANG TERUTANG (4 + 5)  ........................................................

0

309.819.814

309.819.814

C

7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)  ...................

52.717.629
8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 

(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)  ................................................

0

JUMLAH (  8a + 8b )  ......................................................................................

a.    PPh Ps. 25 BULANAN  .................................................................................

b.   STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)  .........................................................

257.102.185

52.717.629

Rupiah *)

b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)  .........................................

9 a

b

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI10 255.000.000

0

0

4 4

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

N P W P             :

NAMA WAJIB PAJAK :

:

NO. FAKS :

PERIODE PEMBUKUAN

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) :

JENIS USAHA

:

:NO. TELEPON

KLU:

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
SPT TAHUNAN

PERHATIAN   :

1771 0 9
SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

BERI TANDA "X" PADA            (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

.
  

6 1 3 3 8

53 3 5 53 3 45 5 4 440 3 4 1

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NPWP AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

X DIAUDIT 1 OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT:

:

:

:

:

:

:

:

:

*) Pengisian kolo m-kolo m yan g berisi nilai rupia h harus tanpa n ilai desimal (contoh pe nulisan lihat buku petun juk hal. 3)

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

(2) (3)

1

2

3

5

6

C

7

8a

8b

8c

9

10a

10b

1

0 1 8 4 0 4 4 2 6 5 2 0 0 0 0

0 1 1 9 1 2 1 9s.d

0 2 9 6 1 2 8 5 0 6 0 9 0 0 0

8 5 0 8 9 2 2 1 7 6 2 7 0 0 0

X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT          (6 -  7 - 8c)  

P T .  N A N D A

P E R D A G A N G A N

TAHUN PAJAK

SPT PEMBETULAN

KE- ....

 K A P  A B D U L  G H O N I E  D A N  R E K A N

N U R  A Z I Z A H . , S E . , B K P

K K P  D R S .  A G U S  S A M B O D O

I D O N E S I A

a.              Tar if PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 …….

b.              Tar if PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……..…………………..

c.              Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)

(Lihat Buku Petunjuk)
X

Fiel Fiel

F.1.1.32.14

Fiel Fiel
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Fiel Fiel

c.   PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ............................................

d.  JUMLAH (10a + 10b + 10c ) …….……………………...………………

11 a

b

PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON  :

255.000.000

2.102.185

PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL

010c

10e

11

12

13

a bDIRESTITUSIKAN DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK 

X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)             (9 - 10d)  

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14

Fiel Fiel
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Lampiran Bukti Penerimaan Elektronik PT. Nnada
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Lampiran E Billing PPh 29  
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